Ketentuan Hukum Kepemilikan Senjata Api:
Antara Regulasi dan Ancaman Pidana
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Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan
senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam
Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU
Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan
ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau
sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara
seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan
senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia
suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa
alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatunkan sanksi
pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hdup, atau hukuman penjara hingga
20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan
juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti
bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau
tidak memiliki izin kepemilikan.



Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan
kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan
syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarat sipil juga terdapat
prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin
Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap
senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus
didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun
1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus
mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh
Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala
Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.



